WALIKOTA PALOPO
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PALOPO

NOMOR : ¢ TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PALOPC NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PALOPO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALOPO,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada
Pemerintah Daerah, agar lebih sesuai dengan Standar
Akuntansi Pemerintahan maka dipandang perlu mengubah
Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2013 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palopo.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan
Walikota Nomor 34 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah Kota Palopo;

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355); Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Informasi
Publik' (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



Menetapkan

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN

PERATURAN WALIKCTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PALOPO NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PALOPO



Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Lampiran III Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Palopo diubah menjadi sebagai berikut :

1. Sistem Akuntansi PPKD :
a. Akuntansi Pendapatan PPKD

1) Pihak-Pihak Terkait
Pihak-pihek yang melaksanakan sistem akuntansi pendapatan PPKD adalah
sebagai berikut:
&) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
b) Fungsi Akuntansi PPKD
2) Langkah-Langkah Teknis
a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

(1) Pendapatan Pajak

1.1. Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas
daerah dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran
pajak. Fungsi akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah”
di dehit dan “Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek
terkait)” di kredit dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
Pendapatan Pajak...~LO XXX

1.2. Pendapatan Pejak- LO diakui pada saat terbitnya Surat
Ketetapan Pajak (SKP) Daerah dan dicatat berdasarkan.
dokumen sumber SKP tersebut. Fungsi akuntansi PPKD
mencatat “Piutang Pajak” di debet dan “Pendapatan Pajak -
LO” (sesuai rincian objek terkait) di kredit dengan jurnal:

Piutang Pajak Xxx
| Pendapatan Pajak...~LO XXX

1.3. Pendapatan-LRA sebagai transaksi realisasi anggaran, Fungsi
Akuntans: PPKD mencatat “Estimasi Perubahan SAL” di debit
dan “Pendapatan Pajak...LRA (sesuai rincian objek terkait)” di
kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL Xxx
Pendapatan Pajak ....-LRA XXX



Akuntaunsi Pendapatan SKPD

1) Pibak-Pihak Terkait
Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi pendapatan SKPD adalah:
a) PPKD
b) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)

2) Langkah-Langkah Teknis v
Bagian ini akan menjelaskan urutan prosedur yang harus dilakukan oleh PPK
SKPD dalam melakukan pencatatan transaksi pendapatan. Transaksi
pendapatan SKPD merupakan pendapatan yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal
instansi pemungut pajak terpisah dari bendahara umum daerah (BUD), maka
pajak daerah dianggarkan dan dicatat pada instansi tersebut. Sebaliknya
apabila pemungutan pajak dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan
daerah (PPKD) selaku BUD, pajak daerah dianggarkan dan dicatat oleh PPKD.
Ilustrasi pencatatan dalam hal instansi pemungut pajak terpisah dari PPKD
disajikan sebagai berikut :

a) Femungutan pajak dapat didahului dengan penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah maupun penyetoran langsung oleh
masyarakat. Terhadap kedua cara pemungutan tersebut pengakuan
pendapatan pajak dilakukan pada saat penyetoran oleh Wajib Pajak
ke Rekening Kas Daerah.

Langkah-langkah teknis

SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah
(SKP Daersh) terkait. Selain disampaikan kepada Wajib Pajak (WP), SKP
Daerah tersebut akan didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKP Daerah
tersebut skan menjadi dokumen sumber dalam mengakui piutang
pendapatan pajak daerah. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD
mengakui piutang pendapatan dengan mencatat “Piutang Pendapatan
Pgjak” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah-LO (sesuai rincian objek
terkait)” dengamn jurnal :

Piutang Pendapatan Pajak XXX
Pendapatan Pgjak Daerah ...-LO XXX

SKP Daerah tersebut akan menjadi dokumen suwmber dalam mengakui
pendapatan pajak daerah setelah dilakukan pembayaran. Terhadap
transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui pendapatan pajak dengan
mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan “Piutang Pendapatan
Pajak Daerah (sesuai rincian objek terkait)” dengan jurnal :



Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Piutang Pendapatan Pajak XXX

Atas pajak yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran ke
Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS).
Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK PPKD" di debit dan
“Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit dengan jurnal:

RK PPKD XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD . mencatat “Estimasi
Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Pajak Daerah -LRA (sesuai
rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL | xxx
Pendapatan Pajak Daerah ...-LRA XXX

b) Pendapatan Pajak-LO diakui pada saat kas diterima di kas daerah
dan dicatat berdasarkan dokumen sumber setoran pajak. Fungsi
akuntansi PPKD mencatat “Kas di Kas Daerah” di debit dan
“Pendapatan Pajak-LO (sesuai rincian objek terkait)” di kredit
dengan jurnal:

Kas di Kas Daerah Xxx
) Pendapatan Pajak...-LO XXX

c) Kelompok pendapatan retribusi untuk memenuhi kewajiban dalam
periode tahun berjalan, diakui ketika telah diterbitkan Surat
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun ketika pembayarannya
telah diterima.

Langkah-langkah teknis

1) SKPD yang berwenang akan menerbitkan Surat Ketetapan
Retribusi Daerah (SKR Daerah) terkait. Selain disampaikan
kepada Wajib Pajak (WP), SKR Daerah tersebut akan
didistribusikan kepada PPK-SKPD. SKR Daerah tersebut akan
menjadi dokumen sumber dalam mengakui piutang pendapatan
retribusi daerah. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD
mengakui piutang pendapatan dengan mencatat “Piutang
Pendapatan Retribusi” di debit dan “Pendapatan Retribusi
Daerah~LO (sesuai rincian objek terkait)” dengan jurnal :



2)

3)

4)

S)

Piutang Pendapatan Retribusi XXX
Pendapatan Retribusi Daerah ...- XXX
LO

SER Daerah tersebut akan menjadi dokumen sumber dalam
mengakui pendapatan retribusi daerah setelah dilakukan
pembayaran. Terhadap transaksi tersebut PPK-SKPD mengakui
pendapatan retribusi dengan mencatat “Kas di Bendahara
Penerimaan” di debit dan “Piutang Pendapatan Retribusi Daerah
(sesuai rincian objek terkait)” dengan jurnal :

Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Piutang Pendapatan Retribusi XXX

Atas retribusi yang diterima tersebut akan dilakukan penyetoran
ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran
(STS). Berdasarkan STS tersebut, PPK-SKPD mencatat “RK
PPKD” di debit dan “Kas di Bendahara Penerimaan” di kredit
dengan jurnal:
RK PPKD XXX
Kas di Bendahara Penerimaan XXX

Sebagai transaksi realisasi anggaran, PPK-SKPD mencatat
“Estimasi Perubahan SAL” di debit dan “Pendapatan Retribusi
Daerah -LRA (sesuai rincian objek terkait)” di kredit dengan
jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX

Pendapatan Retribusi Daerah ...- XXX
LRA

Wajib retribusi melakukan pembayaran retribusi kemudian akan
menerima Tanda Bukti Pembayaran (TBP). TBP juga menjadi
dasar bagi PPK SKPD untuk mengakui pendapatan dengan
mencatat “Kas di Bendahara Penerimaan” di debit dan
“Pendapatan Retribusi Daerah - LO (sesuai rincian objek terkait)”
di kredit dengan jurnal:

Kas di Bendahara Penerimaan XXX
Pendapatan Retribusi Daerah... -LO oxxx



6) Sebagai transaksi realisasi anggaran terhadap realisasi
pendapatan retribusi, PPK-SKPD fnencatat “Estimasi Perubahan
SAL” di debit dan “Pendapatan Retribusi Daerah-LRA (sesuai
rincian objek terkait)” di kredit dengan jurnal:

Estimasi Perubahan SAL XXX
' Pendapatan Retribusi Daerah -LRA XXX

Pasal II

(1) Peraturan Walikota ini mulai diberlakukan dalam penyajian Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Palopo Tahun 2015.
(2) Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setisp crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palopo.

Ditetapkan di  Palopo
Pada tanggal 9 Pebruari 2016

WALIKOTA PALOPO,

M. JUDAS AMIR

Diundangkan di Palopo
Pada tanghal 9/Pebruari 2016

SEKRETAT Sb?fRAH

MUHAMMAD KASIM ALWI

BERITA DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2016 NOMOR 6



